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Abstrak

Tulisan ini melakukan kajian ulang secara kritis terhadap teori-teori usul fikih yang
selama ini telah memasung fikih menjadi sekedar kumpulan hukum statis yang tidak
bisa berbicara apa-apa terhadap problem masyarakat. Tulisan ini akan memaparkan
pemikiran fikih baru yang berasal dari para pemikir Islam progresif-revolusioner,
seperti misalnya Ali Syariati dan Hassan Hanafi. Dalam tulisan ini akan dielaborasi
lebih lanjut sebagai sebuah tulisan utuh tentang konsep fikih progresif-revolusioner
dengan berangkat dari pokok-pokok masalah sebagai berikut: Pertama, tentang apa
yang menjadi tujuan dan orientasi fikih progresif-revolusioner. Kedua, tentang
bagaimana rekonstruksi usul fikih untuk mendukung bangunan fikih progresif-
revolusioner. Dan ketiga, tentang apa yang menjadi proyek strategis revolusi sosial
dalam rangka menggerakkan fikih progresif-revolusioner dalam dataran praksis.
Fikih progresif-revolusioner adalah alternatif atas kebekuan ajaran Islam dewasa ini
yang telah dikungkung oleh bentuk-bentuk pemikiran konservatif yang selalu
mempertahankan sesuatu yang sudah mapan. Fikih progresif-revolusioner
merupakan bentuk progresifisme pemikiran Islam yang ingin mengembalikan misi
ajaran Islam pada otentisitasnya, yaitu semangat pembebasan. Membebaskan umat
dari bentuk-bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan yang telah membuat umat
menjadi sengsara dengan kemiskinannya dan keterbelakangannya.

Kata kunci: fikih, progresif-revolusioner, maslahah, revolusi sosial
Abstract

This paper critically reviews theories of Islamic jurisprudence methodology (usul al-
Jfigh) that had been inhibiting Islamic jurisprudence until becoming just a collection
of static laws that cannot do anything against the problems of society. This paper
presents a new idea of jurisprudence deriving from revolutionary Islamic thinkers,
such as Ali Shariati and Hassan Hanafi. This paper elaborates the concept of
progressive-revolutionary Islamic jurisprudence departing from the main points as
follows: First, on what the objectives and orientation of revolutionary Islamic
jurisprudence. Second, on how the reconstruction of usul al-figh to support the
building of revolutionary Islamic jurisprudence. And third, on what strategic projects
of the social revolution to move revolutionary Islamic jurisprudence in the practical
level. Revolutionary Islamic jurisprudence is an alternative to the rigidity of the
teachings of Islam today that has been contained by the forms of conservative
thinking maintaining something already established. Revolutionary Islamic
Jurisprudence is a form of progressive Islamic thought which wants to restore the
mission of Islam in its authenticity, which is the spirit of liberation, freeing people
from oppression and forms of arbitrariness that has made the people miserable by
poverty and backwardness.
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A. Pendahuluan

Kata “progresif-revolusioner’
dalam tulisan ini dilekatkan dengan kata
“fikih” yang secara istilah berarti
pengetahuan  tentang  hukum-hukum
syari’at Islam mengenai perbuatan-
perbuatan manusia, dimana pengetahuan
tersebut diambil dari dalil yang bersifat
tafsiliyyah.'Sehingga  fikih  progresif-
revolusioner vyang dimaksud adalah
pengetahuan atau tuntunan syar’i yang
memihak kepada rakyat yang tertindas,
miskin (atan dimiskinkan, mustad afin),
atau tuntutan syar’i yang dipakai untuk
melakukan kritik terhadap kekuasaan
hegemonik  yang  despotik.  Fikih
progresif-revolusiner diposisikan sebagai
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antitesis terhadap fikih mainstreem yang

selama ini cenderung memihak kepada -
atau dipakai untuk mengamankan-
kekuasaan.

- Fikih selalu dijadikan sebagai
tolak ukur dalam melihat persoalans
persoalan umat. Hanya saja para ahli
fikih atau lebih dikenal sebagai fukaha
(organisasi formal fukaha Indonesia
adalah MUI) dalam melihat persoalan
umat dalam banyak kasus cenderung
memilih persoalan yang  tidak
menyinggung atau menggoyang
kemapanan kekuasaan. MUI misalnya,
“hanya berkutat pada memberi label halal-
haram atau memberi fatwa sesat kepada
kelompok yang dianggap menyimpang
dari tradisi keagamaan mainstreem, tapi
enggan mengutuk pabrik-pabrik yang
menggaji rendah buruh atau mengutuk
(kalau perlu fatwa murtad). terhadap
koruptor kelas kakap.

Fikih progresif-revolusiner
diharapkan akan mewarnai kerangka
proses maupun hasil ijtihad para ulama.
Ketidakpekaan fikih dalam menyoroti
masalah kemanusiaan adalah bentuk lain
dari pemberian legitimasi terhadap
pelanggaran kemanusiaan. Jika fikih
terlambat  dalam  menangani dan
mengatasi masalah~ kemanusiaan, fikih
akan mengalami dua masalah bersamaan.
Pertama, fikih akan manja dalam
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kemapanannya. Fikih akan selalu
dianggap sebagai doktrin yang mapan
dan tak perlu melihat ke bawah. Kedua,
peran fikih akan semakin sempit hanya
pada masalah ritual belaka, yang kedua
ini menjadikan fikih tidak berarti apa-apa
dalam menjawab problem-problem riil
rakyat.

Untuk menuju kepada fikih
progresif-revolusioner, maka  perlu
dikoreksi berbagai perangkat metodologis
yang melahirkan fikih, yakni usul fikih.
Jika ilmu fikih rherupakan ilmu yang
bersifat praksis semata-mata, maka ilmu
usul fikih merupakan ilmu tentang
“teoritisasi  aktivitas praksis” yang
memberikan teoritisasi perbuatan, logika
perilaku, dan metodologi aktivitas
praksis.”“Mengoreksi atau mengkaji ulang
usul fikih berarti miengkaji ulang berbagai
teori yang terdapat dalam usul fikih,
termasuk di dalamnya kaji ularig terhadap
teori  gat T-zanni, mubkam-mutasyabih,
nasikh-mansikk, dan yang lebih penting
adalah mengembalikan seluruh bangunan
fikih kepada landasan fundamentalnya,
yaitu /aslahah (kepentingan rakyat).
Sebagaimana kata al-Tufi, maslahah
merupakan sesuatuy yang gaf'i, sementara
teks bersifat zanni>

Tulisan ini akan mencoba
melakukan kaji ulang secara kritis
terhadap teori-teori wusil al-figh yang
selama ini telah memasung fikih menjadi
sekedar kumpulan hukum statis yang
tidak: bisa berbicara apa-apa terhadap
problem dan nasib rakyat. Banyak para
pemikir -muslim kontemporer yang dalam
tulisan ini pemikirannya akan diramm
sedemikian rupa sechingga mewujud
sebuah konstruksi pemikiran fikih baru
yang penulis beri nama fikih progresif-
revolusioner. Para’ pemikir itu tentunya
yang selama ini dikenal sebagai para
pemikir Islam progresif-revolusioner,
seperti misalnya Ali Syariati dan Hassan
Hanafi. -

Dalam tulisin ini akan dielaborasi
lebih lanjut sebagai sebuah tulisan utuh
tentang  konsep  fikih  progresif-
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revolusioner dengan berangkat dari
pokok-pokok masalah sebagai berikut:
Pertama, tentang apa yang menjadi
tujuan dan orientasi fikihprogresif-
revolusioner. Kedua, tentang bagaimana
rekonstruksi usul fikih untuk mendukung
bangunan fikih progresif-revolusioner.
Dan ketiga, tentang apa yang menjadi
proyek strategis revolusi sosial dalam
rangka menggerakkan fikih progresif-
revolusioner dalam dataran praksis.

B. Tujuan dan Orientasi Fikih
Progresif-Revolusioner

Fikih dalam agama Islam
menempati posisi kunci sebagai produk
pemikiran ulama yang  mencoba
melakukan intrepretasi atas normativitas
teks/nass dikaitkan dengan kebutuhan-
kebutuhan jamannya.Dalam khasanah
fikih klasik dikenal berbagai macam
aliran  fikih yang mencerminkan
kecenderungan para fukaha dalam
melakukan ijtihad (intellectual exercise).
Kecenderungan itu dipengaruhi oleh
ragam pendekatan dan metodologi yang
digunakan dalam melakukan ijtihad. Ada
aliran fikih yang cenderung liberal,
karena memberi porsi lebih besar kepada
akal untuk terlibat dalam proses ijtihad,
ada aliran yang cenderung literal karena
berusaha menempatkan teks sebagai
faktor dominan proses ijtihad .

Berbagai ragam aliran fikih pada
era klasik lebih mencerminkan kebutuhan
masyarakat atau umat saat itu ketimbang
sekedar adu argumen berbasis metodologi
tertentu yang tidak memiliki nilai praksis
apapun. Imam Abu Hanifah lebih liberal
dalam berijtihad, karena ia dihadapkan
pada dinamika Bashrah yang tinggi,
sementara perbendaharaan teks (Qur’an
dan Hadis) jumlahnya terbatas. Inilah
kondisi yang memberi peluang kepada
Imam Abu Hanifah untuk lebih kreatif
dalam memainkan eksperimen
intelektualnya.

Tetapi yang jelas dari sekian
corak dan ragam pemikiran fikih yang
muncul pada jamannya, pemikiran itu
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mencerminkan bentuk solusi kongkret
problem masyarakat yang dapat dijadikan
pedoman bagi umat dalam menyelesaikan
problem-problem itu. Inilah yang
dimaksud oleh Hasan Hanafi dengan nilai
praksis pemikiran keagamaan,' sebuah
segmen yang sering diabaikan oleh para
pemikir yang lebih senang bergulat
dengan wacana yang terkadang tidak
memiliki  bobot  implementasi di
lapangan.

Fikih progresif-revolusioner yang
menjadi diskursus inti dalam kajian
tulisan ini tentu saja memiliki tujuan dan
orientasi sebagai bagian dari upaya
mengarahkan fikih progresif-revolusioner
ke arah pemikiran keagamaan yang
memiliki nilai praksis. Wacana fikih
progresif-revolusioner sewarna dengan
wacana Islam progresif-revolusioner
yang sudah digagas luas oleh Hasan
Hanafi maupun beberapa pemikir lain
yang menempatkan Islam sebagai
kekuatan kritik sosial dan revolusi. Fikih
progresif-revolusioner pun diarahkan
kepada bentuk pemikiran fikih yang
mempunyai keberpihakan yang jelas
kepada pihak yang teraniaya dan
tertindas. Fikih progresif-revolusioner di
sini harus dapat memberi panduan kepada
umat untuk dapat memformulasikan
bentuk-bentuk  perlawanan  kepada
kedhaliman sebagai manifestasi
perjuangan menegakkan keadilan dan
kemaslahatan di muka bumi.

Adalah Prof. KH. Ali Yafie’ dan
KH. Sahal Mahfudz,° ulama fikih
Indonesia yang pernah melontarkan
pemikiran tentang fikih sosial. Fikih
sosial dalam bayangan mereka adalah
fikih yang mempunyai orientasi sosial,
yaitu senantiasa memberi perhatian penuh
kapada masalah-masalah sosial. Fikih
bukan saja seperangkap hukum yang
mengatur bagaimana orang melaksanakan
ibadah mafzah kepada Allah, tetapi
bagaimana pula seseorang melaksanakan
interaksi sosial dengan orang lain
(muamalah) dengan berbagai macam
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-dimensi; politik, ekonomi, budaya dan
hukum.

Fikih  sogial, begitu fikih
progresif-revolusioner, memiliki dsumsi
bahwa fikih adalah al-akkdm al-
‘amaliyyah  (hukum perilaku) yang
bertanggungjawab atas pernik-pernik
perilaku manusia agar selalu berjalan
dalam koridor kebajikan dan tidak
mengganggu pihak lain  sehingga
kemashlahatan dapat terwujud. Dalam
kapasitas ini, kebenaran fikih diukur oleh
relevansinya dalam membawa
masyarakat ke arah yang lebih makmniur,
dinamis, adil, dan beradab (magslahah).

Fikih progresif-revolusioner
dalam konteks ini, berseberangan dengan
fikih yang selama ini diasumsikan
scbagai sesuatu yang statis untuk
mendukung stabilitas dalam masyarakat.
Lagi-lagi ini adalah sebagai akibat dari
‘bias kepentingan yang dilakukan oleh
pihak-pihak yang berkepentingan untuk
melanggengkan hegemoni kekuasaan
-maupun pengetahuannya. Fikih yang
diposisikan sebagai medium harmoni

macam ini, akan terjebak pada arus yang

tidak seirama dengan kepentingan Takyat
banyak.”

Penguasa memang mempunyai
kepentingan yang kuat untuk
mengukuhkan hegemoni kekuasaannya,
tanpa peduli apa yang ia lakukan itu
bertentangan dengan nilai-nilai keadilan
dan kemaslahatan masyarakat. Takjarang
penguasa melakukan kolaborasi dengan
pihak penguasa agama (ulama) agar
kebijakan yang ia telorkan memiliki
bobot legitimasi yang kuat. Ancka
kebijakan pembangunan dengan
menggusur rumah-rumah kumuh yang
notabenenya dimiliki oleh rakyat jelata
dan papa, diamini oleh ulama rezim
dengan dalih untuk kemashlahatan
umum, yaita ketertiban tata kota.*Tentu
saja  ini fenomena yang sangat
mencengangkan, dilihat dari perspektif
peran ulama yaig+- semestinya lebih
berpihak kepada rakyat kecil ketimbang
penguasa  yang  sering  menindas

4

rakyatnya, Sehingga fikih yang keluar
dari pemikiran ulama model ini sarat
dengan kepentingan kelas tertentu, dan
sama sekali tidak menyentuh akar
kebutuhan rakyat.

Fikih ‘progresif-revolusioner
mempunyai  orientasi dan  misi
pembebasan sebagaimana yang menjadi
cita-cita Islam progresif. Pembebasan dan
fikih progresif-revolusioner bermakna
melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi
terhadap tatanan sosial yang penuh
penyimpangan dan ketidakadilan,
sebagaimana yang telah dilakukan oleh
para Nabi dan Rasul dahulu. Masing-
masing Nabi dan Rasul mendapat tugas
risalah yang muaranya adalah
pembebasan manusia dari belenggu
kedhaliman dan tirani.

Unsur-unsur pembebasan dalam
Islam dapat dilacak pula pada diri Nabi
Muhammad saw, Nabi dan Rasul
pamungkas dari kesekian Nabi dan Rasul
yang pernah diutus Allah di muka bumi.
Pada zamannya, Mekah adalah suatu kota
dagang dengan sedikit pedagang kaya
tetapi banyak orang miskin yang
penghidupannya tergantung pada
pendapatan rthereka yang kecil dari
pekerjaan melayani  karavan-karavan
dagang yang melalui kota itu. Orang-
orang masih bodoh dan bertakhayul,
menyembah banyak seckali i/ah Para
perempuian ditindas, bahkan mereka
dapat dikubur hidup-hidup.’Ada banyak
budak, para janda dan anak yatim yang
diabaikam tanpa ada yang peduli terhadap
nasib mereka. Nabi sendiri berasal dari
keluarga miskin, meskipun bangsawan. Ia
diutus oleh Allah untuk membebaskan
rakyat dari kebodohan dan penindasan. Ia
dipaksa oleh kaumnya melarikan diri dari
Mekkah  ketika  pesannya  yang
mhembebaskan ditolak dan dia kembali
dengan pasukan pembebas untuk
menagakkan keadilah. Dengan bimbingan
Nabi, orang-orang Arab, di samping
membebaskan -diri “thereka sendiri, juga
berysahd membebaskan orang-orang dari
kerajaan Romawi dan Persia yang
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menindas.'’Dari praksis inilah tradisi
pembebasan Islam muncul.

Rasulullah saw, yang secara
harfiyah berarti manusia yang terpuji,
adalah nabi terakhir dan merupakan sang
revolusioner pertama di zaman ini. Dia
membebaskan budak-budak, anak-anak
yatim dan perempuan, kaum yang miskin
dan lemah. Perkatannya yang
mengandung wahyu menjadi ukuran
untuk membedakan yang benar dari yang
salah, yang sejati dari yang palsu, dan
kebaikan dari kejahatan. Misinya sama
dengan nabi-nabi terdahulu; supremasi
kebenaran, kesetaraan dan persaudaraan
manusia.'’

Rasul mendirikan sebuah tatanan
sosial yang egaliter di mana alat-alat
produksi yang mendasar dikuasai umum
dan dimanfaatkan oleh semua orang
secara kolektif karena semua komunitas
yang berdasarkan pada kebenaran dan
kesetaraan tidak mengenal penguasaan
pribadi atas sumber-sumber daya seperti
sumber air, tambang-tambang, kebun
buah-buahan dan lain-lain, yang
kepadanya masyarakat menggantungkan
hidup untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan dasar mereka.

Untuk meningkatkan kesetaraan
sosial dan persaudaraan manusia,
Muhammad Saw., dengan ajaran-
ajaranya, mendorong emansipasi kaum
budak. Para pemeluk agama Islam yang
pertama terutama adalah budak-budak,
mawali (budak yang telah
dimerdekakan), para wanita dan anak-
anak yatim. Sehingga banyak sahabat
yang dulunya adalah seorang budak.
Mereka diantaranya adalah  Bilal,
Syu’aib, Salman, Zaid bin Harisah,
Abdullah ibn Mas’tud, dan ‘Ammar bin
Yassir.'?

Nabi Muhammad  berjuang
dengan gigih dan gagah Dberani
membebaskan umat manusia yang
menderita karena perbudakan oleh orang-
orang yang zalim, orang yang
mengeksploitasi  orang  lain, para
bangsawan, para pemilik budak dan para

Rekontruksi Pemikiran Fikih
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ahli agama. Ia mengangkat harkat
manusia dari jurang tahayul, kelemahan
dan ketidaksempurnaan yang disebabkan
oleh syirik, rasa takut, nafsu yang liar,
egoisme, arogansi dan nafsu kebendaan."
Nabi-nabi sebelum Muhammad
seperti Musa, Isa, Ibrahim dan yang
lainnya, adalah pula para pemberontak
dan revolusioner yang melakukan
revolusi melawan penindasan,
diskriminasi  kelas,  korupsi, dan
kezaliman pada lingkungan sosialnya
masing-masing. Mereka berjuang
sepanjang hidupnya untuk kebenaran,
kesetaraan, keadilan, dan kebaikan.
Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa
tujuan perjuangan mereka adalah
menghapuskan penindasan (zul/m) dalam
segala bentuknya :
“Sebelum  mereka kami  sudah
mengutus orang-orang yang kami
beri wahyu. Tanyakanlah kepada
mereka yang berilmu jika kamu tidak
tahu. Kami tidak memberikan tubuh
kepada mereka yang tidak memakan
makanan, dan mereka tidak pernah
hidup kekal. Kemudian Kami penuhi
janji kami dan Kami selamatkan
mereka dan siapapun yang Kami
sukai, tetapi Kami binasakan mereka
yang sudah melampui batas. Kami
telah mewahyukan kepadamu (hai
manusia!) sebuah kitab yang bersi
pelajaran  bagimu; tidaklah kamu
mengerti? Dan sudah ebrapa banyak
penduduk yang Kami hancurkan
karena perbuatan mereka yang
sewenang-wenang, dan Kami adakan
sesudah mereka kaum yang lain!
Setelah mereka merasakan azab dari
Kami, ternyata  mereka  lari
menghindarinya. Jangankan kamu
lari, tetapi  kembalilah  kepada
kesenanganmu, dan tempat-tempat
tinggalmu, supaya kamu dapat
ditanyai. Mereka berkata; “Ah,
memang kami dulu berbuat
sewenang-wenang!” Memang itulah
keluhan mereka selalu, sehingga kami
Jjadikan mereka seperti tanaman habis
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d:tuaszadam dan tak dapat hidup
lagi.”

Secara harfiyah, zulm berarti

"+ memindahkan/meletakkan sesuatu, atau

seseorang pada tempat yang tidak
semestinya, atau mencabut sesuatu atau
seseorang dari bagian atau haknya yang
semestinya. Jadi zu/m adalah sesuatu
disequilibrium (ketidakseimbangan),
disharmoni, penghapusan, atay gahgguan
dalam tatanan alam, harmoni, "harmoni
atau equilibrium segala sesuatu. s
Al-Qur’an mendeﬁnlsﬂ(a,n
zalimiin, para penindas, adalah orang-
orang yang mengingkari Allah (_]uga
kebenaran, keadilan dan kesetaraan).'®
Mereka adalah “ yang ingkar akan tanda-
tanda Allah dan membunuh nabi-nabi
tanpa sebab dan membunuh mereka _}/ang
menyuruh orang berbuat adil .
Qur’an mengumpamakan keadaan. para
penindas itu seperti panen yang gagal
karena dirusak oleh hawa yang
membeku:
 “Mereka yang kafir, harta dan anak-
anak mereka yang sedikitpun tak
berguna dalam pandangan Allah.
Mereka menghuni api neraka, di sana
mereka  tinggal selama-lamanya.
Perumpamaan segala apa yang
mereka nafkahkan dalam hidyp di
dunia ini seperti angin dingin
menimpa tanaman suatu golongan
yang menganiaya diri. Bukan Allah
yang menganiaya mereka tetapi
mereka menganiaya diri sendiri”.'®

Ali Shariati, seorang perigagum
dan pengkritik Karl Marx, menyatakan
bahwa dalam se¢jarah selalu ada
pertarungan dua pihak, penguasa yang
zdlim dengan Islam yang membela kaum
tertindas. Dalam sejarah, kata Ali, betapa
banyak kisah pembelaan terhadap kaum
lemah dan tertindas (mustad afin), seperti
kisah Nabi Daud, Musa, dan Muhammad.
Dia juga mengatakari.Islam Kanan yang
membungkus agama untuk berlindung
dibawah kemapanan kekuasaan yang
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dalim, dan Islam- progresif-revolusioner
yang memakai Islam sebagai kritik dan
alat menghancurkan kezaliman dan
membela orang kecil."®

Tetapi yang perlu mendapat
cacatan tebal di sini adalah bahwa fikih
progresif-revolysioner, sebagaimana pula
Islam progre31f-revolu51oner, bukanlah
fikih yang dibungkus Marxisme, karena
hal itu beratti menafikkan makna
revolusioner Islam dan fikihnya serta
menglngkarl tuntutan kaum muslimin
terhadap kemerdekaan, persamaan dan
keadilan  sosial.  Fikih  progresif-
revolusioner -sebagaimana pula Islam
progresif-revolusioner-  bukan  pula
Marxisme yang berbaju Islam, karena hal
itu berarti pengecut. Dan bukan pula
pertautan ekietik keduanya. Karena
pertautan yang demikian itu
mencerminkan pemikiran yang tidak
mengakar dan tercerabut dari realitas

" rakyat. Tidak ada sedikitpun pengaruh

Marxisme dalam fikih  progresif-
revolusioner, baik dalam bentuk maupun
substansi. Ia . murni merefleksikan
kebutuhan kaum Muslimin yang selama
ini tertindas, dengan menggali akar-akar
revolusioner dalam ajaran Islam melaltui
upaya revitalisasi teori-teori yang selama
ini digunakan scbagai landasan pijak
pemikiran Islam.?

Itulah yang menjadi tujuan dan
orientasi fikih progresif-revolusioner,
fikih yang selatu berpihak kepada mereka
yang ditindas, teraniaya, miskin (atau

termiskinkan, rwustad’afin).  Melalui
formulasi fikihprogresif-revolusioner,

problem-problem, mendasar  dalam
kehidupan masyarakat dapat diselesaikan
melalui rumusan-rumusan hukum dan
fatwa agama ygng sclalu membela
kepentingan rakyat banyak. Maslahah al-
‘ammah (kemaslahatan umum) menjadi
barometer dan landasan asasi dalam
merumuskan fikih progresif-revolusioner.
Untuk itu dalam anahsw selanjutnya akan
diuraikan bagaifnana  usul  fikih
direvitalisasi untuk menghasilkan
landasan teoritik fikih yang tidak statis
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tetapi dinamis, tidak konservatif tetapi
progresif.

C. Rekonstruksi Pemikiran Usul Fikih

Problem mendasar ketika fikih
hendak diposisikan pada tataran yang
lebih progresif dan dinamis adalah
problem metodologi. Pada problem ini,
usul fikih sebagai landasan teoritik
bangunan pemikiran fikih, terjebak pada
pergulatan kaidah-kaidah bahasa, seolah-
oleh para pakar yang terlibat dalam
pergulatan itu sedang mencoba untuk
memahami maksud nass yang di
dalamnya ada pikiran Tuhan. Inilah
terdapat paradoks yang sulit dimengerti,
bagaimana pikiran Tuhan dipahami pada
tataran bahasa yang notabene-nya adalah
ciptaan manusia. Pertanyaan filosofis
lebih lanjut adalah; apakah fikih yang
bersumber kepada kemaslahatan, harus
sesuai dengan maslahah-nya Tuhan?
Bukankah ukuran kemaslahatan itu ada di
bumi, karena pada hakekatnya manusia
yang merasakan sesuatu itu maslahah
atau bukan?

Pada intinya, fikih progresif-
revolusioner membutuhkan rekonstruksi
pemikiran usul fikih, agar fikih progresif-
revolusioner  tidak  terjebak  pada
kungkungan wusul fikih klasik yang
languange-oriented, tetapi mengabaikan
fakta-fakta  empirik di  lapangan.
Pendekatan usul fikih yang lebih condong
ke deduktif, misalnya, direorientasi
kepada pendekatan induktif dan empiris
yang lebih dekat pada problem-problem
riill masyarakat, bukan masyarakat yang
terus-menerus dipaksa sesuai dengan
teks.

Ada dua proyek revitalisasi yang
akan dibahas dalam tulisan ini,
diantaranya adalah menempatkan
maslahah sebagai landasan syari’at, dan
rekonstruksi teori gat’i—zanni  atau
muhkamat-mutasyabihat. Berangkat dari
dua proyek rekonstruksi ini, mencoba
untuk diproyeksikan bangunan fikih yang
mempunyai keberpihakan yang jelas dan
otentik pada rakyat banyak tanpa harus
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terjebak pada problem-problem

metodologis.
1. Kemaslahatan Sebagai Landasan
Syari’at

Syari’at® pada prinsipnya
mengacu kepada kemaslahatan manusia.
Sebagaimana yang telah diungkapkan
oleh ulama usul fikih, setiap hukum
(syari’at) itu terkandung kemaslahatan
bagi hamba Allah (manusia), baik
kemaslahatan itu bersifat duniawi
maupun ukhrawi. Oleh karena itu setiap
mujtahid  dalam  meng-istinbat-kan
(menyimpulkan) hukum dari suatu kasus
yang dihadapi, harus berpatokan kepada
tujuan-tujuan syarak dalam men-syari’at
kan hukum, sehingga hukum yang akan
ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan
umat manusia.

Masdar Farid Mas'udi adalah
salah satu pemikir muslim Indonesia
yang menempatkan kemaslahatan dan
keadilan sebagai landasan syari’at, baik
landasan filosofis maupun
epistemologisnya. Masdar berpendapat
bahwa hukum (7egal) haruslah didasarkan
kepada sesuatu yang tidak disebut
hukum,* akan tetapi didasarkan kepada
yang lebih mendasar dari sekadar hukum,
yaitu sistem nilai yang dengan sadar
diambil sebagai sebuah keyakinan yang
harus diperjuangakan berupa
kemaslahatan dan keadilan.”® Untuk
selanjutnya di bawah ini adalah
pembahasan tentang maslahah secara
lebih detail dan konprehensip.

Maslahah secara terminologi
adalah sesuatu yang bermanfaat, baik
dengan menarik sesuatu atau
menghasilkan sesuatu, seperti
menghasilkan manfaat dan kebahagiaan
atau dengan cara menolak, seperti
menjauhkan dari kemadharatan dan
penyakit.**Maslahah menurut Abdullah
Abd al-Muhsin az-Zaki, adalah suatu
ketentuan yang dalam merumuskan
hukum dengan menarik manfaat dan
menolak mafsadah dari manusia.”
Sedangkan al-Khawarizmi
mendefinisikan mendefinisikan maslahah
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adalah memelihara magasid al-syari'ah
dengan menolak mafsadah dari umat.?®
Al-Buti memandang memandang
maslahah  adalah suatu manfaat yang
dikehendaki oleh Syari’ untuk hamba-
Nya dengan memelihara agama, jiwa,
akal, keturunan dan harta?” Al-Syatib{
mendifinisikan masiahah sesuatu yang
merujuk atau dikembalikan kepada
tegaknya kehidupan manusia.”
Sementara
mendefinisikan:
Yang sama maksud dengan masiahah
adalah memelihara tujuan syara’, Dan
tujuan syara’ kepada makhluq ada
lima, yakni memelihara agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta mereka.
Dengan demikian, semua yang
mencakup pemeliharaan dasar-dasar
yang lima ini adalah maslahat dan
semua yang tidak mencakup dasar-
dasar ini adalah mafsadah dan
menolak mafsadah  adalah suatu
kemaslahatan.?

al-Gazali

Dalam pengertian tersebut, al-
Gazali tidak memaknai maslahah secara
‘urfi. Yang dia maksud adalah menarik
manfaat atau menolak kesulitan menurut
maqdsid al-syari’ah, bukan kemanfaatan
dan kesulitan itu sendiri. Dalam hal ini
terkadang menusia memandang sesuatu
bermanfaat, sedang menurut pandangan
syar'i adalah merusak (mafsadah) atau
sebaliknya. Dengan demikian, tidak ada
kepastian antara maslahah dan mafsadah
menurut ‘urf manusia dan ‘wrf syar’i
Dengan kata lain maglahat  dalam
pandangan al-Gazali adalah memelihara
tujuan syar’i, meskipun bertentangan
dengan tujuan manusia. Karena tujuan
manusia, ketika bertentang dengan tujuan
syari’ dalam suatu kemaslahatan tetentu
bukanlah  merupakan kemaslahatan,
melainkan hawa nafsu yang merasuk ke
dalam jiwa.® Karena itu maslahah tidak
hanya dipandang dari sudut manusia,
tetapi harus melihat pada apa yang telah
disebutkan dalam nas.”

Memperkuat pendapat al-Gazali,
Wahbah al-Zuhayli memandang bahwa
setiap maslahat  dikembalikan kepada
usaha memelihara tujuan syara’ yang
berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan i ijma’.
Apabila masiahah difahami seperti itu,
maka tidak ada perbedaan pendapat untuk
memeganginya sebagai hujjah.** Al
Zuhayli lalu menjelaskan dengan lebih
jelas  sebagaimana terkutip sebagai
berikut,

Karena manusia berbeda-beda dalam
menentukan  kemaslahatan  sesuai
dengan terwujudnya kemanfaatan zati
(sesungguhnya), bukan  menolak
kemaslahatan yang sudah disepakati,
snaka dalam pemberlakuan hukum
hendaknya ada keseimbangan keadilan
antara manusia dalam menentukan
maglahdt dan manfaat. Dari sinilah
menjadi  jelas  keperluan untuk
menentukan maslahﬁt berdasarkan
ketentuan syara’, dengan tidak boleh
dibebankan kepada individu tertentu.
Dengan demikian dapat difahami
hukum yang sesuai dengan watak
manusia.®

Hasan Hanafi dalam hal ini telah
mengembangkan - paradigma fikih dan
usil figh Maliki, karena menggunakan
pendekafan kemaslahatan  (maslahah
mursalah) serta "membela ke'pcntingan
umat Islam. Paradigma ini dikuatkan
malikiyah berdasarkan tradisi Abdullah
Tbn Mas’ud yang dikembangkan dari
Unmar Ibn al-Khattib. Hanafi berpendapat
bahwa Malikiyah lebih dekat dengan
realitas untuk mengambil keputusan
hukum  berdasarkan  kemaslahatan
umum.*

Kiri Islam Hasan Hanafi mengkaji
secara kritis seluruh tradisi legislasi
(tasyri”) dengan menerima apa yang
terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah
yang sahih, karena syari’at pada
dasarnya berdjri di atas landasan
kemaslahatan.KKemaslahatan

merupakan prinsip kajian atas teks Al-
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Qur'an dan sunnah, ijmak, dan ijtihad
para fukaha.”

Dengan demikian, menjadi jelas
bahwa yang fundamental dari bangunan
pemikiran hukum Islam (fikih) adalah
kemaslahatan. Kemaslahatan manusia
yang universal atau dalam ungkapan yang
lebih operasional, keadilan sosial. Karena
sejak semula, syariat Islam tidak
memiliki basis (tujuan) lain kecuali
kemaslahatan manusia. Ungkapan standar
bahwa syariat Islam dicanangkan demi
kebahagiaan manusia, lahir batin,
duniawi, maupun ukhrawi semuanya
mencerminkan prinsip kemaslahatan.

Munawir Sjadzali dan Ali Yafie
memandang bahwa ketentuan-ketentuan
dalam bidang mu’amalah terbuka
kesempatan  bagi pemikiran atau
penalaran intelektual dalam mencari
pelaksanaan syari’at dengan kepentingan
masyarakat dan dan prinsip keadilan
sebagai dasar pertimbangan dan tolak
ukur utama. Karena aspek muamalah
diberikan oleh nass dalam bentuk
ketentuan yang bersifat umum yang dapat
dikembangkan lebih  lanjut guna
mewujudkan kemaslahatan dan
menegakkan ketertiban dalam pergaulan
masyarakat serta menjamin hak dan
kewajiaban yang berkepentingan secara
adil.*

Al-Tufi  sendiri memandang
bahwa ibadah adalah hak Allah, sehingga
tidak mungkin dapat diketahui kecuali
dari Allah sendiri. Berbeda dengan
mu’amalah yang merupakan hak manusia
yang diberlakukan untuk kemaslahatan
manusia sendiri. Penegasan Al-Tufi
bahwa maslafiah lebih didahulukan dari
pada nass, apabila keduanya saling
bertentangan, karena Al-Tifi sendiri
menyelesaikannya dengan fakhsis dan
bayan.’’

Sementara itu, Masdar F. Mas’udi
tidak memandang semua aturan dalam
nass dapat dirubah karena kemaslahatan,
tetapi Masdar membatasi pada aturan
yang bersifat teknis operasional. Karena
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- *e
'M an ah“ Vol. IX No. 1, Juni 2015

bagi Masdar, syari’at adalah sarana dan
maslahah adalah tujuannya. Al-TGfi pun
berpendapat demikian, bahwa masla/hah
adalah sebab yang mendatangkan
kebaikan dan kemanfaatan. Penegasan al-
Tufi ini didasarkan kepada prinsip
kemaslahatan yang lebih ditujukan pada
kemanfaatan  manusia.”®  Sedangkan
Mustafa Zaid mendahulukan maslahah
dari pada nass, apabila maslahah itu
bersifat gat'7 dan dariir?, meskipun bukan
maslahah yang kulli*®

Dalam kemaslahatan yang
menyangkut orang banyak (sosial-
obyektif), otoritas  yang  berhak
memberikan penilaian dan sekaligus
menjadi hakimnya tidak lain adalah orang
banyak yang Dbersangkutan, memalui
mekanisme sy@rd untuk mencapai
kesepakatan (ijmak). Jadi, apa yang
disepakati oleh orang banyak dari proses
pendefinisian maslahah melalui
musyawarah  itulah hukum  yang
sebenarnya. Kesepakatan orang banyak,
dimana kita merupakan bagiannya itulah
hukum yang tertinggi.*

Jadi, apa yang disepakati oleh
orang banyak dari proses pendefinisian
maslahah melalui musyawarah itulah
hukum yang sebenarnya. Kesepakatan
orang banyak bahwa hukum tertinggi
yang mengikat. Apabila kesepakatan
hukum dicapai dalam musyawarah, maka
ia berfungsi sebagai hukum yang secara
positif mengikat. Sebaliknya, apabila
tidak tercapai kesepakatan dalam
musyawarah, maka daya ikatnya tentu
saja hanya terbatas pada orang-orang
yang mempercayainya yang hanya
bersifat moral-subyektif, bukan formal
obyektif. Patut disayangkan fikih Islam
yang tidak menaruh perhatian yang serius
terhadap lembaga syira (musyawarah)
sebagai mekanisme untuk mencapai
kesepakatan umat. Bahkan dikatakan,
ifma’ sudah tidak ada lagi.

Dalam masalah ini, Fazlur
Rahman pun menyayangkan sikap kaum
muslimin yang telah dikuasai otokrat-
otokrat politik yang menyatakan bahwa
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musyawarah bersama (syird) yang
diajarkan oleh al-Qur’an tidak pernah
dilembagakan. Padahal, menurut
Rahman, dalam wawasan egaliternya
mengenai badan sosial dan badan politik
Islam, misalnya al-Qur’an telah
menetapkan bahwa kaum muslimin harus
memutuskan urusan-urusan mereka lewat
musyawarah bersama atas pijakan yang
sama.*’ Rahman memandang kelompok
dalam ahl as-syird adalah ahl al-hall wa
al-‘aqd sampai akhirnya disebut ak/ al-
syaukah, yakni orang yang berpengaruh
dalam masyarakat. Jika dilihat dari jarak
antara perkembangan politik yang
sesungguhnya di dalam sejarah Islam dan
tuntutan al-Qur’an akan ditemukan
jurang yang benar-benar mengangs. Al-
Qur’an menuntut diskusi timbal balik
dalam pengambilan keputusan, Tetapi,
pengertian syird tersebut dalam praktek
mengalami distorsi makna. Yakni, dengan
cara kepala negara mengangkat dan
memilih  orang-orang tertentu yang
mempu berpikir dan berpengaruh.*%
2. Rekonstruksi teori mubkamdt dan
mutasyabihat atau gaf T dan zanni

Setelah  menjelaskan  bahwa
kemaslahatan atau keadilan menjadi
muara dari diberlakukannya , hukum
Islam, untuk kepentingan membangun
fikih  progresif-revolusioner,  seperti
Sayyid Ahmad Khan dan Muhammad
Asad, kajian  selanjutnya  adalah
menempatkan ayat muhkamat dan
mutasyabihat  atau gqat't dan zanni
sebagai kunci pembuka dalam memahami
al-Qur’an.®

Dalam kitab-kitab usul fikih, telah
disepakati para ulama wsal, bahwa gat't
adalah yang secara tegas telah ditentukan
oleh nass. Dalam pengertian'yang lebih
sesuai, gat’t dalam hukum [slam adalah
sesuatu yang bersifat pasti, tidak berubah-
ubah dan karena itu bersifat fundamental,
yakni nilai kemaslahatan atau keadilan,
yang notabene adalah jiwanya hukum.
Ajaran gat't adajah.$ijaran yang bersifat
prinsip dan absolut, sebutlah misalnya
ajaran-ajaran tentang kebebasan .dan
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pertanggungjawaban individu, kesetaraan
manusia (tanpa memandang jenis
kelamin, warna kulit dan suku bangsa) di
hadapan Allah. Juga ajaran tentang
keadilan, persamaan.manusia di hadapan
hukum, tidak merugikan diri sendiri dan
orang lain, kritik dan kontrol sosial,
menepati janji dan menujunjung tinggi
kescpakatan, ‘tolong-menclong untuk
kebaikan, yang kuat melindungi yang
lemah, musyawarah dalam urusan
bersama, kesetaraan suami-istri dalam
keluarga, dani saling memperlakukan
yang ma’ruf (mu'dsyarah bi al-ma’rif)
diantara mereka berdua. Semua ajaran ini
bersifat  prinsip dan  fundamental.
Kebenaran dan keabsahannya pun tidak
memerlukan argumen di luar dirinya.
Nilai+nilai tersebut -di atas membenarkan
dan mengabsahkan dirinya sendiri.

Ayat-ayat gat T ini kandungannya
bersifat prinsip dan menjadi kekuatan
moral-etik yang: tidak diperselisihkan
oleh berbagai kelompok atau menjadi
lintas ;mazhab dan agama. Karena itu,
kebenarannya tidak dapat diperselisihkan.
Dengan mendasatkan kepada ayat ini,
tentu tidak kehilangan referensi tesktual
sebagai dasar, sehingga tidak lepas dari
kerangka. acuan dalam merumuskan
hukum.* .

Dalam bahasa lain, istilah
gat'idan zanni disebut juga muhkamat
dan, mutasyabihat e Dengan pendekatan
transformatif, mengkaji ulang konsep
muhkamdt dan mutasyabihat adalah
penting sebagai pembuka bagi seluruh
bangunan pemahaman terhadap ayat-ayat,
yang" berarti pemahaman ayat-ayat itu
sendiri secara keseluruhan. Bertitik tolak
dari mempersepsikan ayat sebagai
“perlambang _dari kebenaran” yang
dipesankannya, - maka pendekatan
transformatif =~ mendefinisikan ayat
muhkamat dan mutasyabihat bukan dari
sugut, verbal bahasa, melainkan dari sudut
substansi makna yang dikandungnya.
Ayat mubkamit,. adalah ayat yang
menegaskan  pfinsip-prinsip  secara
eksplisit maupun implisit oleh setiap
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manusia dami fitrahnya sendiri sebagai
manusia.

Sementara zanni secara harfiyah
berarti persangkaan atau hipotesis yang
merupakan  kebalikan  dari  yang
qgat’i(kategoris). Yakni ajaran atau
petunjuk agama baik dari al-Qur'an
maupun hadis Nabi yang bersifat jabaran
(implementatif) dari prinsip-prinsip yang
universal. Ajaran zanni tidak
mengandung kebenaran atau kebaikan
pada dirinya sendiri, tidak self evident
dalam bahasa filsafatnya. Karena itu,
berbeda dengan yang gat’i, ajaran zanni
terikat oleh ruang dan waktu, oleh situasi
dan kondisi. Yang masuk kategori zanni
adalah seluruh ketentuan batang tubuh
atau teks, ketentuan normatif yang
dimaksudkan sebagai wupaya untuk
menterjemahkan yang gat’T (nilai
kemaslahatan atau keadilan dalam
kehidupan nyata.

Yang jelas ketentuan-ketentuan
agama yang dalam fikih disebut sebagai
ketentuan hukum (kecuali ketentuan etik-
normatif tentang baik-buruk, halal-
haram) adalah zanni. Karena sifatnya
zanni, relatif, ia terikat oleh dimensi
ruang dan waktu. Karena itu, hukum
potong tangan bagi pencuri, lempar batu
bagi pezina, prosentase pembagian waris,
monopoli hak talak bagi suami,
keterlibatan wali dalam nikah, dan
ketentuan-ketentuan tehnis lain yang
bersifat non-etis, masuk kategori yang
zanni. Dengan demikian, ajaran zanni
bisa dimodifikasi.

Seperti halnya dengan ayat
muhkamat, ayat mutasyabihat pun tidak
mempersoalkan apakah dari sudut
bahasanya bersifat tegas atau bersifat
samar-samar. Yang menjadi titik pijak
adalah bagaimana cita keadilan dan
kemaslahatan sebagai prinsip yang
fundamental diwujudkan. Akan tetapi,
implikasi dari pemahaman yang seperti
itu adalah bahwa ayat muhkamat atau
qat’t yang bersifat universal tidak
memerlukan terobosan ijtihad. Yang bisa
dilakukan terobosan ijtihad adalah ayat-
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ayat mutasyabihat atau zanni.*® Yakni
definisi tentang maslahat atau keadilan
dalam konteks ruang dan waktu yang
nisbi. Kerangka normatif yang memadai
sebagai pengejawantahan dari cita
kemaslahatan atau keadilan dalam
konteks ruang dan waktu tertentu,
kerangka kelembagaan yang memadai
bagi sarana aktualisasi norma-norma
kemaslahatan-keadilan dan realitas sosial

yang bersangkutan.
Sudirman Tebba sepakat dengan
pemikiran Masdar. Menurutnya,

pemahaman gat¢’7 dan zanni sekarang ini
sudah tidak memadai lagi, karena
munculnya tantangan baru dalam
kehidupan sosial. Akibatnya membuat
umat Islam berpegang kepada pengertian
yang tersirat atau semangatnya, bukan
pada yang tersurat menurut bahasa suatu
ayat, schingga yang semula dianggap
gat'T menjadi tidak gat 7 lagi.!’
Kesempurnaan ajaran al-Qur'an
bukanlah dalam dataran teknis yang
bersifat detail, rinci dan juz'iyyahnya,
melainkan pada dataran prinsipil dan
fundamental. Dan ajaran-ajaran prinsipil
yang dimaksud dalam al-Qur'an selaku
kitab suci agama adalah ajaran
spiritualitas dan moral, ajaran tentang
mana yang baik dan mana yang buruk
untuk kehidupan manusia sebagai hamba
Allah yang berakal budi.*® Sebagai acuan
moral dan etika yang bersifat dasariah, al-
Qur'an sepenuhnya sempurna. Pesoalan
apa pun yang muncul dalam kehidupan
manusia yang dinamis dan terus berubah
bisa dicarikan jawabannya (dari sudut
moral) dengan mengembalikan kepada
ajaran-ajaran al-Qur'an yang prinsipil.
Karena itu untuk menangkap petunjuk al-
Qur'an atas persoalan-persoalan etika
yang dihadapi dalam kehidupan nyata,
terlebih dahulu harus mengenali prinsip-
prinsip universal yang dicanangkannya.

D. Proyek Strategis Fikih Progresif-
Revolusioner

Para ahli  wusal  (usiliyyiin)

menyebut kesadaran praksis dari sebuah
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proses intellectual exercise (ijtihad)
sebagai “buah”. Proses ijtihad itu sendiri,
dalam epistemologi interpretasi Hasan
Hanafi melewati tiga tahap kerja
hermeneutis;  pertama, penguatan
kesadaran  historis, yaitu  setelah
melakukan uji otentisitas terhadap nass.
Kedua penguatan kesadaran eidetis dalam
bentuk  validitas pemahaman dan
interpretasi hermeneutik, Dan ketiga,
kesadaran praksis datang terakhir untuk
menanfaatkan ketentuan-ketentuan
hukum, signifikansi perintah-perintah dan
larangan-larangan, dan transformasi
wahyu dari ide normatif ke gerakan
sejarah.*’Bagi Hanafi, praksis merupakan
penyempurnaan kalam Tuhan di dunia
mengingat tidak ada kebenaran teoritis
dari sebuah dogma atau kepercayaan
yang datang begitu saja; dogma lebih
merupakan suatu gagasan atau motivast
yang ditujukan untuk praksis.*’Hal ini
karena wahyu al-Qur’an sebagai dasar
dogma merupakan motivasi bagi tmdakan
di samping sebagai obyek pengetahuan.”’
Sebuah dogma, kata Hanafi,
hanya dapat diakui eksistensinya jika
disadari sifat keduniaannya sebagai
sebuah sistem ideal, namun dapat
terealisasi dalam tindakan manusia.
Karena, satu-satunya sumber legitimasi
dogma adalah pembuktian yang -bersifat
praksis Menurut Hanafi, realisasi wahyu
dalam sejarah melalui perbuatan manusia
sama dengan realisasi  perbuatan
ilahiyygh  dan, dengan sendirinya,
merupakan realisasi perbuatan kekuasaan
(khalifah) Tuhan di atas bumi. Prinsip
yang sama menjadi dasar penciptaan dan
penerapan hukum-hukum Tuhan (a/-
ahkam al-Syar’iyyah) di dunia. Itulah
sebabnya mengapa yurisprudensi (‘ilm
usal al-figh) dianggap ‘ilm al-tanzil, yang
dibedakan dari ‘ilm al-ta'wil dalam
tradisi sufisme. Sebab yang terakhir ini
menginginkan gerak dari manusia ke
Tuhan, sementara yurigsprudensi
menginginkan  jfafisformasi Tuhan
kemball menuju kehidupan manusia.’
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Fikih progresif-revolusioner
dalam hal i juga ingin menjadi
seperangkat aturan-aturan transenden
yang mempunyai  bobot  praksis
sebagaimana dogrha dalam perbincangan
dengan Hassan Hanafi di atas. Tentu saja
praksisme fikih progresif-revolusioner
bertitik tolak dari landasan teoritis fikih,
yaitu teqri-teori usul fikih yang sudah
direkonstruksi. Fikih  progresif-
revolusjoner mengambil perhatian utama
bahwa suburnya ketidakadilan di muka
bumi ini bukan semata-mata karena
kondisi internal, tetapi yang jauh lebih
menentukan adalah justru faktor eksternal
yang seringkali memunculkan menjadi
pihak  hegemonik-despotik  baik  di
lingkup nasional maupun internasional.
Bukan saja fikih progresif-revolusioner
ingin memuaskan rakyat yang dahaga
akan keadilan melainkan juga menjadi
Jalan bagi permintaan tanggungjawab
negara yang mengabaikan tugas-tugas
pokoknya. Justru  kehadiran  fikih
progresif-revolusipner menjadi relevan
bukan saja pada rezim yang represif,
melainkan pada rezim yang
menggantungkan . posisinya di tiang
gantungan badan-badan Internasional.
Namun untuk menjelma menjadi gerakan
yang theluas dan mendapat dukungan,
fikih progresif-revolusioner, patut untuk
merintis beberapa praktek yang akan
mendekatkannya pada tujuan utama,
terciptanya tatanah keadilan. Di sinilah
pentingnya untuk merumuskan agenda
revolusi sosial sebagai bagian dari
praksime fikih progresif-revolusioner.

Bicara soal hukum di Indonesia
pastilah yang muncul adalah kejengkelan
dan kekecewaan. Tidak saja hukum
berlaku secara djskriminatif, melainkan
juga tidak lagi mampu menjalankan
fung51 pengawas,_ atas berbagai tindakan
penyelewengan. Hukum sering
diberlakukan sebagai alat kepentingan,
buat siapa saja, bisa negara dan lebih
sering “untuk ; :{hglmdungl kepentingan
pemodal. Dalam praktek hukum, sudah
cukup banyak contoh bagaimana orientasi
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Kcadilan  diSCICWCINEgRANl  ddll  Inldlall
muncul gejala untuk menerima dan
mentolerirnya.”> Terdapat banyak kisah
yang bisa dijejer tentang bagaimana
cerita memilukan para pencari keadilan.
Mereka yang biasanya kaum miskin,
terlunta dan tidak mendapat dukungan,
justru sering menjadi alat mainan dan
sasaran pemerasan, baik oleh aparat
hukum maupun bunyi hukum itu sendiri.

Dalam kasus di atas, fikih
progresif-revolusioner bisa tampil
sebagai inspirator bagi gerakan-gerakan
Islam untuk segera memberi bantuan
hukum dalam kasus-kasus sejenis di atas.
Islam sendiri mengajarkan agar umat
selalu berada bersama-sama dengan kaum
gu’afa’ (lemah) dan  mustad’afin
(teraniaya). Tujuan pemihakan Islam
pada dua golongan ini karena prinsip
keadilan dan kemaslahatan yang hendak
dijunjung tinggi. Kata du’'afa’ (orang
kecil)®* dipakai dalam al-Qur’an untuk
melukiskan kesenjangan natural atau
kemiskinan, sedang kata mustad afin
(teraniaya)’® dipakai untuk menunjukkan
adanya kesenjangan struktural. Untuk dua
kategori inilah, al-Qur’an meminta kaum
muslimin untuk serius membelanya,
bahkan untuk sebuah kesenjangan
struktural, kata perintah yang dipakai
adalah “berperanglah”. Dengan merujuk
pada kedua komitmen itu, maka sudah
saatnya keberpihakan mewujud secara
kongkret. Sebab keadaan yang menimpa
kedua golongan ini bukan semata-mata
karena salahnya mereka, melainkan
banyak yang disebabkan oleh penindasan
struktural, seperti bagaimana tanah yang
dimiliki dirampas untuk “kepentingan
umum”.

Sampai saat ini dapat disaksikan
secara gamblang bagaimana kebijakan
publik yang mengabaikan kepentingan
rakyat banyak terus berlangsung dan
posisi umat Islam ternyata belum mampu
untuk menjadi ‘pelindung dan pembela’
kaum lemah. Lemahnya gerakan Islam
dalam mengambil peran ‘pembelaan’ ini
disebabkan oleh banyak faktor. Pertama,

Rekontruksi Pemikiran Fikih

ddallyd ddya KOOplasl darl DCrodgal
lembaga-lembaga keuangan internasioanl
yang melemahkan sektor ekonomi rakyat
seperti tukang becak, pedagang kaki lima,
nelayan, maupun buruh.
Ketidakmampunan menatap gerak modal
yang  berskala  internasional dan
konsolidasi  aparatus negara telah
membelenggu umat Islam untuk tidak
‘bergerak’ melakukan pembelaan. Kedua,
lemahnya basis kesadaran fakta sosial
pada kalangan umat Islam karena
belenggu kesadaran individual yang lebih
mendominasi. Sehingga jarang didengar
umat Islam mempunyai solidaritas
dengan tuntutan kenaikan upah buruh,
protes kepemilikan tanah oleh petani atau
tuntutan pengusutan pelanggaran HAM.
Kesadaran individual ini mengakibatkan
umat Islam berada dalam posisi yang
teralienasi dari proses perjuangan sosial.
Ketiga, tidak diketemukan kekuatan
sosial yang wujudnya lembaga agama
yang mampu menjadi komunikator ulung
dalam menyiarkan berbagai persoalan ke
publik. Kalangan umat beragama benar-
benar dalam posisi terpinggirkan untuk
beberapa  isu  strategis  terutama
menyangkut hukum dan HAM.>®
Berangkat dari persoalan itulah,
maka kesadaran untuk menumbuhkan
kekuatan kritis pada diri gerakan Islam
perlu  untuk dirintis. Sebab pada
hakekatnya, ajaran Islam memberikan
kepastian perlindungan kepada kaum
lemah dalam lima aspek
penting.’’ Pertama, yang paling pokok
adalah perlindungan terhadap jiwa atau
hak hidup (hifz al-nafs). Kedua,
perlindungan atas keyakinan (4ifz al-din),
schingga pada hakekatnya menekankan
pada ajaran ‘tidak ada paksaan’ dalam
memeluk keyakinan. Ketiga,
perlindungan terhadap akal pikiran (hifz
al-‘aql), yang mana Islam memuliakan
pengetahuan dan menentang pelanggaran
terhadap akal schat. Keempat,
perlindungan terhadap hak milik (4//Z al-
mal), yang dalam konteks hukum Islam
adalah keharaman mencuri dengan
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segenap variannya, termasuk korupsi
tentunya. Kelima, hak berkeluarga atan
hak  memperoleh  keturunan  dan
mempertahankan nama baik (#/fz al-
nasi).

Kelima ketentuan ini .yang
menjadi dasar advokasi bagi gerakan-
gerakan  Islam.  Fikih  progresif-
revolusioner bisa menjadi landasan pijak
melalui fatwa yang disampaikan oleh
ulama, baik perorangan maupun yang
terhimpun dalam  lembaga-lembaga
ulama dan organisasi massa keagamaan.
Fatwa yang mewajibkan bagi setiap
muslim untuk mengambil peran-peran
advokasi diharapkan bisa efektif karena
menyentuh aspek kesadaran keagamaan
yang paling dalam, hal ini juga didorong
-oleh langkah untuk mengakomodasi
tuntutan mayoritas umat yang selama ini
banyak menjadi korban. Advokasi adalah
strategi dakwah yang mampu mengatasi
sekularisasi subyektif°*maupun obyektif’ ?
yang muncul seiring dengan pertumbuhan
industrialisasi. Dengan advokasi dakwah
berjalan sesuai dengan tuntutan arus
bawah yang sementara ini sering menjadi
kendaraan kepentingan berbagai
kelompok. Advokasi juga menjadi alat
menekan efektif umat terhadap elit politik
yang sering mengatakan berjuang atas
nama Islam.

Dakwah yang dikumandangkan
oleh umat dewasa ini lebih banyak
berkutat pada penyadaran individual yang
terkait dengan ibadah kepada Allah.
Bahkan ada kelompok umat yang
berpendapat bahwa seolah-olgh masalah
umat yang paling krusial. adalah
minimnya jumlah jamaah di masjid,
sehingga ketika masjid penuh dengan
jamaah, maka persoalan umat sudah
selesai. Dakwah tidak menyentuk aspek
struktural  yang  menjadi = biang
kesengsaraan umat, sehingga advokasi
terhadap korban penggusuran, misalnya,
bukan dianggap sebagai bagian dari
dakwah yang djperintahkan olech Allah.
Hal ini memerlukan shift paradigm
(pergeseran paradigma) di kalangan umat
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tentang makna, dakwan dan jihad. Fikin
progresif-rgvolusioner mempunyai tugas
memberi, landasan normatif pergerseran
paradigma itu, sehingga gerakan dakwah
di. kalangan umat .Islam bisa menyentuh
persoalan inti dalam masyarakat, tidak
sekedar memadamkan kabut asap (smoke
screen) yang dikiranya sebagai akar
masalah yang sesungguhnya.
Transformasi sosial akibat
pembangunan sudah terjadi di mana-
mana. Karakteristik masyarakat modern
sudah tampak dalam kehidupan sechari-
hari, Pertanyaannya, apa peran dakwah
Islam dalam transformasi sosial ini? Apa
kontribusi  dakwah  Islam  dalam
menyelamatkan manusia bukan saja dari
tujuh dosa maut, tetapi juga dari proses
dehumanisasi yang sckarang tengah
berlangsung? Berbagai pertanyaan itu

- tidak akan terjawab kalau umat tidak

mempunyai  perspektif yang  dapat
digunakan untuk memotret masalah yang
sedang dihadapi oleh masyarakat. Banyak
kasus, umat tidak bisa melihat masalah
karena sistem pengetahuannya tidak
memungkinkan masalah itu tampak
sebagai magalah. Untuk ini, sekali lagi
perlu.rumusan fikih yang memungkinkan
menjadi semacam perspektif yang dapat
digunakan umat untuk mengurai masalah
yang sedang terjadi secara tepat.
Kemiskinan misalnya, dengan perspektif
lama tampak oleh sebagian umat sebagai
sesuatu yang wajar, karena itu bagian dari
sunnatullah alias taqdir, Jika asumsi ini
yang dipegang.oleh umat, maka jangan
berharap ada vypaya-upaya strategis
gerakan Islam yntuk menyelamatkan
umat dari kemiskinan. FikihProgresif-
revolusioner bisa menjadi perspektif
sekaligus tuntunap dalam melihat dan
menyelesaikan masalah-masalah ini.

E. Penutup t

Fikih , progresif-revolusioner
adalah alternajifs.atas kebekuan ajaran
Islam dewasa ini yang telah dikungkung
oleh bentuk-bentuk pemikiran korservatif

Anjar Nugroho



yang selalu mempertahankan sesuatu
yang sudah mapan. Fikih progresif-
revolusioner merupakan bentuk
progresivisme pemikiran Islam yang
ingin mengembalikan misi ajaran Islam
pada otentisitasnya, yaitu semangat
pembebasan. Membebaskan umat dari
bentuk-bentuk penindasan dan
kesewenang-wenangan yang telah
membuat umat menjadi sengsara dengan
kemiskinanya dan keterbelakangannya.

Mungkin ada sedikit kemiripan
antara  fikih  progresif-revolusioner
dengan dengan perspektif Marxisme,
yakni sama-sama berangkat dari asumsi
adanya penindasan dalam masyarakat
oleh kelompok tertentu dan perlu upaya
strategis untuk melawan dan mengakhiri
penindasan itu. Tetapi fikih progresif-
revolusioner bukan fikih yang berbaju
Marxisme atau Marxisme yang berbaju
fikih. Fikih progresif-revolusioner adalah
manifestasi dari semangat pembebasan
Islam yang ajaran normatifnya bisa
dilacak dalam Kitab Suci (al-Qur’an)
maupun contoh dalam perilaku para Nabi
dan Rasul (sunnah) yang sempat terekam
dalam sejarah.

Pelacakan ajaran pembebasan
dalam al-Qur’an maupun Sunnah
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min ‘lIm al-Usil (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), him.
31-32. Perbedaan pendapat juga terjadi dalam
menafsirkan surat Ali Imran : 7. Kebanyakan para
ulama berpendapat bahwa mutasyabih tidak
diketahui takwilnya. Mereka mengatakan : “Kami
beriman setiap hal yang datang dari ‘Tuhan kami’
*“. Akan tetapi Abu Hasan al-Asy’ari berpendapat
bahwa waqafnya terletak pada kata al-rasikhiina
fial-‘ilm Dengan demikian mereka
mengetahui takwilnya. Pendapat ini diperjelas
oleh Abu Ishaq al-Syirazi. Dia mengatakan
:"Tidak ada suatu pun yang dimatikan oleh Allah
dengan ilmunya, melainkan ulama
mengetahuinya. Karena Allah memberikan ini
semua untuk menguji ulama. Seandainya mereka
tidak mengetahui maknanya, maka mereka sama
saja dengan orang awam. Sementara ar-Ragib al-
Isfahani mengambil jalan tengah dengan membagi
mutasyabih menjadi tiga macam.Pertama, yang
tidak ada cara untuk mengetahuinya seperti hari
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Kiamat. Kedua, yang diketahui sebab-sebabnya
oleh manusia seperti kata-kata asing. Ketiga, yang
hanya diketahui oleh orang yang rasih. Lihat
Subhi Salih, Mabakis fi Ulim al-Qur'an, cet. 9
(Beirut : Dar al ‘Ilm I7 al-Malayin, 1972), him,
282-283.

* Masdar F. Mas’udi, “Memahami
Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformatif”,
dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (peny), Polemik
Reaktualisasi, cet. 1  (Jakarta:  Pustaka
Panjimas,1988), him. 185. Lihat pula Masdar F.
Mas’udi, “Meletakkan Kembali Maslahat”, hlm.
98.

4 Sudirman Tebba, “Pembaharuan
Hukum Islam  Mempertimbangkan Harun
Nasution”, dalan Zaim Ukhrawi dan Ahmadie
Thaha (Peny), Refleksi Pembaharuan Pemikiran
Islam 70 Tahun Harun Nasution, cet. 1 (Jakarta:
LSAF, 1989), him. 140-142.

*8 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-
Hak Reproduksi, hlm. 27,

4 Hassan Hanafi, Islamologi I, him. 160.

% Hassan Hanafi, Dialog Agama dan
Revolusi (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), him.
22,

5\ Ibid., him. 17.

52 Hassan Hanafi, Islamologi I, him. 120.

3 Lihat Anwar Ibrahim, Renaisans Asia
(Bandung: Mizan, 1998), him. 17.

* Arti kata du’afa dapat dilihat dari ayat
ini : “Apakah ada seorang diantara kamu yang
ingin mempunyai kebun korma dan anggur yang
mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia
mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-
buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang
itu sedang ia mempunyai keturunan yang masih
kecil-kecil (dhu’afa). Maka kebun itu ditiup angin
keras yang mengandung api, lalu terbakarlah.
Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
kepada kamu, supaya kamu memikirkannya”
(Q.S. al-Baqgarah (2) : 266)

%% Arti kata du’afa dapat dilihat dari ayat
ini : “Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan
Allah dan (membela) orang-orang yang lemah,
baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak
yang semuanya berdoa “ya Tuhan kami,
keluarkan kami dari negeri ini (Mekkah) yang
dhalim penduduknya dan berilah kami pelindung
dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari
sisi Engkau!” (Q.S. an-Nisa’ (4) : 75)

*Eko Prasetyo, Islam Kiri, him. 238-
241.

*’Lima aspek penting itu dikenal sebagai
tujuan syari’ah yang oleh al-Syatibi sebagai
maslahat. Lihat Al-Syatibi, al-Muwdfaqgat fi Usul
al-Syari’ah (Beirut: Dar al-Kutub al-Timiyyah,
t.t.).

Sekularisasi  subyektif terjadi bila
keterkaitan antara pengalaman keagamaan dan
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agar umat Islam tidak terjatuh dalam sckularisasi
subyektif, yakni dengan menjadi takmir masjid
atau memelihara anak yatim. Lihat Kuntowijoyo,
Identitas Politik Ummat (Bandung: Mizan, 1997),
him. 45.

Sekularisasi obyektif terjadi bila dalam
kenyataan sehari-hari agama sudah dipisahkan
dari gejala yang lain, misalnya dari ekonomj dan
politik. Lihat /bid., hlm. 46.
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